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ABSTRAK 
“Pelaksanaan Atas Perubahan Nama Perseroan Terbatas Menurut Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 (Studi Kasus PT. SOCI MAS Deli Serdang)” 

 

Oleh : 

Gunawan Damanik 

NPM : 14.840.0067 

 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang 

mengatur tentang perubahan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas. Yang mana 

salah satunya adalah pelaksanaan perubahan nama Perseroan. Pasal 21 ayat 1 

yang menyebutkan :”Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat 

persetujuan Menteri”. Dari bunyi Pasal 21 di atas dapat kita ketahui bahwa suatu 

Perseroan dapatlah mengalami perubahan anggaran dasar, yang mana kita ketahui 

salah satu dari isi anggaran dasar tersebut memuat nama dari suatu Perseroan. 

Dalam merubah nama suatu Perseroan haruslah memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perubahan anggaran 

dasar dari suatu perseroan dapat diakibatkan oleh berbagai hal yang salah satunya 

adalah karena adanya proses akuisisi (pengambilalihan). Persaingan usaha 

diantara perusahaan-perusahaan yang ada, menuntut perusahaan untuk selalu 

mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan 

berkembang. Akuisisi tidak mengakibatkan perseroan yang diambilalih sahamnya 

menjadi bubar atau berakhir dan dapat dilakukan melalui direksi perseroan atau 

secara langsung oleh pemegang saham. Yang menjadi permasalahan dalam 

Skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan atas proses perubahan nama PT 

SOCI MAS, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perubahan 

nama PT SOCI MAS tersebut, bagaimana pelaksanaan perubahan nama PT SOCI 

MAS menurut peraturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Untuk menjelaskan 

dan memecahkan permasalahan di atas, metode yang digunakan dalam penulisan 

ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan 

pengumpulan data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui perundang-

undangan yang mengatur tentang peraturan yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaan perubahan nama suatu Perseroan. Skripsi ini membahas tentang 

perubahan nama Perseroan yang diakibatkan oleh karena adanya Akuisisi. Studi 

kasus dalam penelitian ini adalah perubahan nama PT SOCI menjadi PT SOCI 

MAS yang diakibatkan oleh Akuisisi (pengambilalihan) yang dilakukan oleh PT 

SMART Tbk. Beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan oleh PT SOCI 

MAS dalam melakukan perubahan nama adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setiap perubahan atas anggaran dasar wajib 

dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian 

didaftarkan kepada Kementrian Hukum dan HAM untuk mendapatkan 

persetujuan. 

 

Kata Kunci :Perubahan nama Perseroan Terbatas, Akuisisi, PT SOCI MAS. 
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ABSTRACT 
“Implementation of the Change of Limited Liability Company By Law no. 40 

of 2007 (case study PT SOCI MAS DELI SERDANG)”. 

 

By : 

Gunawan Damanik 

14.840.0067 

 
 Law no. 40 of 2007 is the Law regulating Limited Liability Company. In 

such legislation it is regulated on Limited Liability Company up to the 

implementation of the amendment of the Company's articles of association which 

contains several matters. Which one of them is the implementation of the change 

of name of the Company. Article 21 paragraph 1 which states: “Amendment of 

certain articles of association must be approved by the Minister”. From the 

aforementioned Article 21 above we can know that a Company may undergo a 

change of articles of association, which we know one of the articles of association 

contains the name of a Company. In changing the name of a Company, it must 

meet the conditions set by the Company Law. Changes in the articles of 

association of a company can be caused by various things, one of which is due to 

the acquisition process (takeover). Business competition among existing 

companies, requires companies to always develop a company's strategy to survive 

or even grow. The acquisition does not result in the company being taken over its 

shares to be disbanded or terminated and may be done through the directors of the 

company or directly by the shareholders. This is how the implementation and 

continuity of the process of changing the name of PT SOCI MAS, what factors 

are causing the change of name of PT SOCI MAS, how the implementation of the 

change of name of PT SOCI MAS according to Law no. 40 Year 2007.To explain 

and solve the above problems, the method used in this writing is the normative 

juridical, ie research focused on assessing the application of norms or norms in 

positive law. With primary data collection is data collected through legislation 

regulating the regulations that must be fulfilled in the implementation of the 

change of name of a Company.This thesis discusses the change of name of 

Company caused by Acquisition. Case study in this research is change of name 

PT SOCI become PT SOCI MAS caused by Acquisition (takeover) conducted by 

PT SMART Tbk. Some aspects of law that must be considered by PT SOCI MAS 

in making a name change is Law no. 40 Year 2007 About Limited Liability 

Company. Any amendment to the Articles of Association shall be made through 

the General Meeting of Shareholders (AGMS) which is then registered to the 

Ministry of Law and Human Rights for approval. 

 

Keywords : Change name of Limited Liability Company, Acquisition, PT SOCI  
     MAS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perseroan terbatas adalah subjek hukum yang merupakan persekutuan 

modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih, 

untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 

dalam saham-saham.1 Sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian dari suatu 

perjanjian itu sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.2 

Sebagai subjek hukum Perseroan terbatas bertindak layaknya sebagai 

individu karena dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dapat menggugat dan 

digugat atas namanya sendiri dihadapan pengadilan, dan memiliki harta tersendiri 

yang terpisah dari pemegang sahamnya.  

Di dalam sistem hukum di Indonesia, hukum perseroan bukanlah hukum 

yang paling utama, sebab masih terdapat pokok-pokok hukum lain yang 

bersentuhan dengan hukum perseroan yaitu mengenai Persekutuan dan 

Perkumpulan yang semuanya diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Selain persekutuan dan perkumpulan, juga terdapat Firma dan 

Komanditer yang diatur dalam Kitab Hukum Dagang. 

Jika diperhatikan pengertian perjanjian yang ada, yaitu merupakan suatu 

perbuatan hukum untuk saling mengikatkan diri dengan tujuan untuk 

                                                             
1 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 

36. 
2 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung : PT Citra Aditya 

Bakti, 2016), hlm. 65. 
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menimbulkan akibat hukum tertentu yang saling dikehendaki.3 Maka jelas disini 

suatu perseroan dapat didirikan harus lebih oleh dua orang atau minimal harus ada  

dua pihak untuk saling mengikatkan diri. 

Khusus dalam pendirian perseroan terbatas, yang sebelumnya diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak menentukan berapa orang 

yang harus ada dalam mendirikan perseroan terbatas, tapi agar ada hubungan 

hukum serta dikaitkan dengan pengertian perjanjian, maka dapat disimpulkan 

bahwa perseroan terbatas dapat didirikan minimal oleh dua orang. Namun di 

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat pengecualian dari ketentuan 

dua orang pendiri atau lebih ini tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya 

dimiliki oleh Negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring 

dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lainnya 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.  

Perkembangan perusahaan yang ada di Indonesia menuntut adanya suatu 

pengaturan yang lebih khusus, untuk mengatur semua sistem badan usaha, baik 

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang tidak berbentuk badan 

hukum. Awalnya pengaturan mengenai badan usaha ini hanya terdapat dalam 

Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUHD), dan karena dianggap terlalu singkatnya pembahasan mengenai badan 

usaha didalam pasal tersebut maka pemerintah mengeluarkan suatu bentuk 

peraturan baru yang berkaitan dengan badan usaha, terutama Perseroan Terbatas. 

Pengaturan mengenai perseroan terbatas pada awalnya diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pembentukan 

                                                             
3 Munir Fuady, Op. cit,  hlm. 9. 
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pengaturan khusus mengenai Perseroan ini dikarenakan untuk dapat melindungi 

kepentingan pemegang saham dan kreditor, maupun pihak lain yang terkait serta 

kepentingan perseroan itu sendiri, sedangkan di dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Dagang kedudukan perseroan masih sempit, dan tidak sesuai dengan 

perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat serta hanya 

menciptakan kesatuan hukum dalam perseroan yang berbentuk badan hukum, 

serta tidak mencantumkan suatu perlindungan bagi pemegang saham. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang menjadi dasar 

motivasi diundangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995, yaitu sebagai 

pengganti ketentuan Perseroan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD). Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995, tidak lagi 

ditempatkan sebagai bagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).  

Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian 

nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan 

nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Kurang 

lebih dari 12 (dua belas) tahun, perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat 

UU No. 1 Tahun 1995). Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam 

Undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum 

dan kebutuhan masyarakat, karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat, khususnya 

pada era globalisasi. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas adalah peraturan hukum baru yang mengatur Tentang Perseroan 
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Terbatas. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden dan di undangkan di Jakarta 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 

Agustus 2007, yang terdiri dari 14 Bab dan 161 pasal dan mulai berlaku sejak 

tanggal diundangkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 Undang-undang Nomor 

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa : Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 

3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.4 

Dalam perundang-undangan tersebutlah diatur tentang Perseroan Terbatas 

sampai dengan pengaturan pelaksanaan perubahan anggaran dasar Perseroan 

tersebut yang memuat beberapa hal. Yang mana salah satunya adalah pelaksanaan 

perubahan nama Perseroan tersebut. 

Perubahan nama dari suatu Perseroan dapat disebabkan oleh berbagai hal, 

bisa saja perubahan itu diakibatkan oleh karena adanya akuisisi 

(pengambilalihan). Persaingan usaha diantara perusahaan-perusahaan yang ada, 

menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat 

bertahan atau bahkan berkembang. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan 

suatu strategi yang tepat agar bisa mempertahankan eksistensinya, meningkatkan 

efisiensi dan memperbaiki kinerjanya, yaitu dengan cara restrukturisasi usaha 

seperti merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) dan akuisisi 

                                                             

4 Nin Yasmine Lisasih, “Implikasi Status Badan Hukum Perseroan Terbatas terhadap 

Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas”, diakses dari 

https://ninyasminelisasih.com/2011/09/04/implikasi-status-badan-hukum-perseroan 
terbatas-terhadap-tanggung-jawab-organ-perseroan-terbatas/, pada Rabu tanggal 11 April 

2018 pukul 15.05. 
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(pengambilalihan).5 Hal ini diatur sebagaimana disebutkan dalam Bab VIII Pasal 

122 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. 

Dimana Penulis menyajikan penelitian ini adalah untuk membahas 

perubahan nama dari suatu Perseroan yang diakibatkan oleh karena adanya 

akuisisi saham atau “shares acquisition” yang berarti “mengambilalih” adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan 

untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya 

pengendalian atas Perseroan tersebut.6 

Dasar hukum akuisisi adalah jual beli, dimana reaksi perusahaan yang 

akan mengakuisisi mengadakan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi 

mengenai hak milik atas saham perusahaan terakuisisi. Perusahaan pengakuisisi 

akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi, sedangkan 

perusahaan terakuisisi menerima penyerahan atas sejumlah uang seharga saham 

tersebut.7 

Dapat kita ketahui akibat hukum yang timbul ditinjau dari segi hukum 

korporasi maupun dari aspek bisnis, “beralihnya pengendalian” terhadap 

perseroan dari tangan yang diambil alih kepada pihak yang mengambil alih. 

Perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil 

alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir.Perseroan tersebut tetap eksis dan 

                                                             
5 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta : Prenadamedia Group, 

2016), hlm. 108. 
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007& Peraturan Presiden RI 

Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung : Citra Umbara, 2015), Pasal 1 angka 11. 

7 Abdul R. Saliman, Op.cit, hlm. 113. 
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valid seperti sediakala. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang 

saham semula kepada yang mengambil alih.8 

Adapun keuntungan/manfaat dari pelaksanaan akuisisi ini, menurut 

Ahmad Ramli, antara lain :9 

a. Kelangsungan hidup perseroan terjamin karena makin kuat; 

b. Pengaruh persaingan dapat dikurangi; 

c. Kedudukan atau keuangan perseroan bertambah kuat; 

d. Arus barang (flow of goods) ke pasaran terjamin; 

e. Perseroan yang merugi menjadi stabil kedudukannya; 

f. Kualitas/mutu barang dapat ditingkatkan.9 

Namun demikian, dalam era globalisasi saat ini sering terjadi hambatan-

hambatan yang mengakibatkan proses akuisisi menjadi terkendala, di antaranya 

adalah : 

1. Mahalnya biaya untuk melaksanakan akuisisi. 

2. Perusahaan target memiliki kesesuaian strategi yang rendah dengan 

perusahaan pengambilalih dan pihak pengambilalih tidak 

mengkomunikasikan perencanaan dan pengharapan mereka terhadap 

karyawan perusahaan target sehingga terjadi kegelisahaan diantara 

karyawan. Hal ini dikarenakan untuk membentuk suatu perusahaan yang 

profitable di pasar adalah sangat kompetitif.  

Perseroan pengakuisisi biasanya adalah perseroan besar yang bermodal 

kuat, mempunyai operasi bisnis yang luas, manajemen yang teratur, berdaya saing 

                                                             
8 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 126. 
9 M.Rifki Lutfi Alhafidj, “Hubungan-Hubungan Perusahaan”, diakses dari 

http://rifqilutfi.blogspot.co.id/2016/02/hubungan-hubungan-perusahaan.html,pada Minggu tanggal 

25 Februari 2018 pukul 15.22 
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kuat dan berkelompok dalam konglomerasi. Sementara itu perseroan yang 

diakuisisi adalah perseroan yang relatif lebih kecil, sulit berkembang dan atau 

tidak mampu bersaing. 

Kondisi seperti ini menyebabkan perseroan yang diakuisisi selalu 

menggunakan pertimbangan lebih baik diakuisisi daripada kesulitan operasional, 

sehingga memperoleh pengalaman baru dari segi manajemen karena berada dalam 

kelompok konglomerasi yang berpengalaman. Bagi perseroan pengakuisisi 

tindakan ini merupakan upaya pembentukan konglomerasi baru yang lebih besar 

dan kuat, sehingga kadang kala cenderung menimbulkan posisi dominan yang 

menciptakan kelompok monopoli atau persaingan tidak sehat, yang bertentangan 

dengan undang-undang Antimonopoli. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya proses akuisisi maka 

perusahaan akan menyatu dalam satu kelompok perusahaan. Dimana hal tersebut 

dapat mengakibatkan suatu konsentrasi pasar yang sangat dilarang oleh Undang-

Undang Antimonopoli.10 

Apabila pasar terkonsentrasi dalam satu atau sedikit tangan maka pihak 

konsumen akan dirugikan berhubung terbatasnya hak pilih dari konsumen dengan 

harga yang seenaknya dapat dipermainkan oleh produsen karena tidak ada pesaing 

bisnis yang dapat mengimbanginya. 

Oleh sebab itu, dalam suatu transaksi akuisisi, haruslah dipastikan bahwa 

setelah proses akuisisi tidaklah terjadi konsentrasi pasar yang merupakan tindakan 

monopoli. Dimana bisa kita ketahui bahwasanya proses akuisisi itu bisa 

                                                             
10 Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 106. 
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mendapatkan persetujuan apabila tidak melanggar daripada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

Sehingga proses akuisisi ini haruslah juga memperhatikan Undang-

Undang Antimonopoli dan persaingan tidak sehat yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar tidak terjadi monopoli pasar dan persaingan 

usaha yang tidak sehat..  

Adapun yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah perubahan 

nama PT SOCI menjadi PT SOCI MAS. Berdirinya PT SOCI tidak terlepas dari 

besarnya peluang dalam mengembangkan industry turunan kelapa sawit seperti 

industry Oleokimia di Indonesia. Peluang tersebut didapat karena bahan baku 

yang tersedia yakni minyak kelapa sawit sangat berlimpah. Industry Oleokimia 

sendiri merupakan industry turunan pengolahan kelapa sawit yang mampu 

menaikkan nilai tambah dari hasil produksi yang dihasilkannya. 

Melihat peluang tersebut diatas maka didirikanlah sebuah perusahaan yang 

dinamai dengan PT Sinar Oleochemical International (SOCI), sebuah perusahaan 

joint venture yang mayoritas sahamnya dimiliki konsorsium empat perusahaan 

Jepang. Berdirinya PT SOCI diprakarsai oleh salah satu investor Indonesia dan 

salah satu investor Jepang yang mengadakan pertemuan di Jakarta Convention 

Center, Jakarta pada Tahun 1991. Kemudian, investor Indonesia yang diwakili 

oleh Sinar Mas Grup dan investor Jepang yang diwakili oleh Nippon Oil and Fat 

(NOF) mengadakan pertemuan dengan investor-investor Jepang yang berminat 

menjadi mitra perusahaan ini di Jakarta. Dan kemudian terbentuklah perusahaan 

ini yang dinamai dengan PT. Sinar Oleochemical International (SOCI) sesuai 

dengan surat Keputusan Presiden No. SPP 161/pma/1992. Pada tanggal 24 
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Agustus 1994 akhirnya perusahaan ini diresmikan oleh Menteri Perindustrian 

Republik Indonesia Bapak Tungki Ariwibowo.11 

Untuk meningkatkan kapasitas dan juga fasilitas industrinya, pada bulan 

April Tahun 2008, PT SMART Tbk mengakuisisi PT. SOCI dan terhitung mulai 

Tanggal 2 September 2010 perusahaan berganti nama menjadi PT. SOCI MAS. 

Perubahan nama PT SOCI MAS tersebut sejalan dengan diambil alihnya saham 

oleh PT SMART Tbk. Dibawah payung kelompok usaha Sinar Mas, PT. SOCI 

MASterus melakukan ekspansi untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun 

memperluas variasi produk yang dihasilkan. 

Dari proses pengambilalihan PT. SOCI MAS tersebut tentu saja terdapat 

juga perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut yang memuat beberapa poin. 

Dimana salah satu poin tersebut adalah perubahan nama Perseroan. Yang mana 

kita tahu perubahan Anggaran Dasar dan proses pengakuisisian dari suatu 

perseroan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertuang di 

dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). 

Terjadinya pengakuisisian dan perubahan nama PT SOCI MAS haruslah 

didaftarkan dan juga mendapat persetujuan dari pihak Kementrian Hukum dan 

HAM agar bisa dinyatakan bahwa Perseroan tersebut sah sebagai suatu Perseroan 

yang berbadan hukum. 

Dari uraian latar belakang di atas dapat kita lihat bahwa perubahan nama 

dari suatu Perseroan tidaklah mudah. Proses yang dilalui cukup memakan waktu 

yang panjang dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya . Proses 

tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak Kementrian Hukum dan 

                                                             
11Annisa Pertiwi, “Gambaran Umum PT SOCI”, diakses dari 

https://id.scribd.com/doc/282295425/Gambaran-Umum-Pt-Soci, pada Minggu tanggal 25 Februari 

2018 pukul 16.18 
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Ham agar legalitas dari suatu Perseroan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu 

badan hukum. Dimana proses persetujuan tersebut bisa didapatkan oleh pihak 

Perseroan apabila proses tersebut telah memenuhi persyaratan yang tertuang di 

dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk itulah Penulis 

memilih judul yang Penulis tuangkan dalam penelitian ini yaitu “Pelaksanaan 

Atas Perubahan Nama Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 

Tahun 2007 (Studi Kasus PT. SOCI MAS Deli Serdang)”.  

Dengan dipilihnya judul ini Penulis ingin mengetahui secara umum 

tentang pengaturan pelaksanaan perubahan nama dari suatu Perseroan menurut 

Undang-Undang yang telah ditetapkan untuk mengatur perubahan tersebut sampai 

disyahkannya, dan secara khusus Penulis ingin mengetahui apakah pelaksanaan 

dari perubahan nama PT SOCI menjadi PT SOCI MAS sudah memenuhi syarat 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. 

 

1.2.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Penyebab terjadinya perubahan nama atas Perseroan Terbatas tersebut; 

2. Pengaturan perubahan nama Perseroan Terbatas (PT) yang diakibatkan 

oleh adanya akuisisi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

3. Akibat hukum yang timbul dari proses pengambilalihan (Akuisisi) 

Perseroan tersebut; 

4. Manfaat dari proses terjadinya Akuisisi suatu Perseroan; 
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5. Kelemahan dan kekurangan dalam melakukan proses akuisisi Perseroan 

Terbatas; 

6. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan nama Perseroan 

tersebut; 

7. Cara mencegah monopoli pasar setelah adanya perubahan nama 

Perseroan yang diakibatkan oleh karena adanya akuisisi tersebut. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Perubahan  nama Perusahaan  yang diakibatkan oleh karena adanya 

akuisisi  yang dilakukan oleh perusahaan banyak mendapatkan perhatian dari 

publik, karena berdampak pada kepentingan berbeda dari banyak pihak 

diantaranya dampak terhadap teknologi, pajak, tenaga kerja, perluasan pasar, 

jaringan distribusi, volume perdagangan saham, kepuasan pelanggan, kemampuan 

manajerial, dan sebagainya. Untuk memfokuskan permasalahan maka dalam 

penelitian ini hanya dibatasi  pada pelaksanaan perubahan nama Perseroan 

terbatas menurut UU  No. 40 Tahun 2007 yang terjadi pada perusahaan  PT SOCI 

MAS Deli Serdang. 
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1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang  masalah di atas, maka penulis merumuskan 

suatu pokok permasalahan yaitu : 

1. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan atas perubahan nama PT SOCI MAS? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perubahan nama PT 

SOCI MAS tersebut? 

3. Bagaimana pelaksanaan perubahan nama PT SOCI MAS menurut peraturan 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007? 

 

1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat 

dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kelangsungan atas proses 

perubahan nama dari suatu Perseroan Terbatas (PT) Undang-Undang No. 

40 Tahun 2007. 

2. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menjadi penyebab 

terjadinya perubahan nama PT SOCI MAS. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan perubahan nama perusahaan  PT SOCI 

menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. 
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Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum 

Perusahaan serta menambah khasanah perpustakaan. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pegangan dan 

rujukan pada masyarakat khususnya dalam hal perubahan nama Perseroan 

Terbatas yang diakibatkan oleh karena adanya akuisisi perusahaan. Selain 

itu juga dapatmemberi masukan bagi para notaris, akademisi, pengacara, 

mahasiswa dan parapraktisi hukum. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Perseroan Terbatas (PT) 

2.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas 

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah 

badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 

2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya. 

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah 

persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut 

“persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari 

sero-sero atau saham yang dimilikinya. 

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk 

usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama 

Naamloze Vennootschap (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan  

Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas 

pada nominal dari semua saham yang dimilikinya. 

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk 

kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah 

“terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu 

sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah 

perusahaan persekutuan badan hukum. 
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R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu 

bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan 

suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu 

yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu 

atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang 

dimilikinya. 

Konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 

40 Tahun 2007 yang pengertian bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya 

disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.12  

Istilah “Perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu 

terbagai dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas 

tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham 

yang dimiliki. 

Sesuai bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007, maka suatu Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan 

“perjanjian”, dimana pendirian Perseroan yang merupakan persekutuan 

modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi hukum 

perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (“KUH Perdata”), khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang 

Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313-1319 KUH Perdata) dan Bagian 

                                                             
12Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan, 

(Bandung : Nuansa Aulia, 2006), hlm. 13. 
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tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320-1337 KUH Perdata), 

serta Bagian Ketiga tentang Akibat Perjanjian (Pasal 1338-1341 KUH 

Perdata). 

Terdapat 4 syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 

KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut :13 

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)  

2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)  

3. Obyek / Perihal tertentu  

4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal  

Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai 

badan hukum, bersifat “kontraktual” yaitu berdirinya Perseroan merupakan 

akibat yang lahir dari perjanjian, dan juga bersifat “konsensual” yaitu adanya 

kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.14 

Suatu Perseroan juga harus memiliki struktur organisasi yang 

memiliki kewenangan masing-masing, sebagaimana disebutkan Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa organ perseroan terdiri 

dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan 

Komisaris.15 

a. Rapat Umum Pemegang Saham 

                                                             
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya 

Bakti, 2011), hlm. 299.  
14Permalink, “Hukum Perseroan Terbatas”, diakses dari 

http://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai-badan-hukum/perseroan-terbatas-

sebagai-badan-hukum-yang-didirikan-berdasarkan-perjanjian-2/, pada Sabtu tanggal 24 Maret 

2018 pukul 16.17. 

  
15 Munir Fuady, Op. cit, hlm. 41 
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Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 memberikan 

pengertian bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perusahaan 

yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan 

komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau 

anggaran dasar.  

Pada dasarnya Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu 

forum yang dimiliki pemegang saham untuk membahas segala hal yang 

berkaitan dengan kegiatan perseroan, karena dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham, pemegang saham sebagai pemilik perseroan memiliki fungsi 

pengawasan atas jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi.  

b. Direksi 

Pengertian direksi dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 

Tahun 2007 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai 

dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.16  

Menjalankan kepengurusan perseroan merupakanlah tugas utama 

direksi, dimana direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk 

kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 

Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan 

perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang 

ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar sebagaimana 

                                                             
16 Handri Raharjo, Op. cit, hlm. 100. 
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yang tercantum dalam Pasal 92 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007. 

Kewenangan menjalankan pengurusan harus dilakukan semata-mata 

untuk “kepentingan” perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi.17 

Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan 

kepentingan (conflict of interest). Tidak mempergunakan kekayaan, milik 

atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. 

Kedudukan direksi itu mandiri, tidak tunduk pada RUPS dan 

Komisaris (Pasal 92 ayat [2] UUPT) atau yang disebut sebagai Business 

Judgement Rule, namun ada pembatasan oleh:18 

1. Peraturan perundang-undangan; 

2. Maksud dan tujuan dalam anggaran dasar; 

3. Pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar.  

Pada prinsipnya ada dua fungsi utama dari direksi dalam suatu 

perseroan, yaitu sebagai berikut: 

(1) Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin  

perusahaan; 

(2) Fungsi representasi, dalam direksi mewakili perusahaan di dalam 

dan di luar pengadilan. 

c. Dewan Komisaris 

Pengertian dewan komisaris dalam Pasal 1 angka 6 Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang bertugas 

                                                             
17 Ibid, hlm. 103. 
18  HukumOnline, “Risiko Hukum Jabatan Direksi”, diakses dari 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5179f6b041989/risiko-hukum-jabatan-direksi-, pada 

tanggal 11 April 2018 pukul 14.17. 
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melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan 

anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dewan 

komisaris berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2007 adalah melakukan pengawasan atas kebijakan 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai 

perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada 

direksi.19  

Pasal 114 Ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris tidak dapat 

dipertanggung jawabkan atas kerugian tugas pengawasan dan 

pemberian nasihat kepada direksi apabila dapat membuktikan:20 

(1) Telah membuktikan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-

hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud 

dan tujuan perseroan; 

(2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun 

tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang 

mengakibatkan kerugian; dan 

(3) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul 

atau berlanjutnya kerugian tersebut. 

 

 

 

 

                                                             
19 Handri Raharjo, Op. cit, hlm. 111. 
20 Ibid, hlm. 115. 
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2.1.2. Perubahan Nama Pada Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas (“PT”) dapat melakukan perubahan nama. Hal ini 

dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagai berikut:21 

1. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan 

Menteri. 

2. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; 

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

c. Jangka waktu berdirinya Perseroan; 

d. Besarnya modal dasar; 

e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau 

f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau 

sebaliknya. 

Dalam melakukan perubahan nama suatu Perseroan haruslah 

memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat untuk melakukan perubahan nama 

Perseroan tersebut adalah:22 

a.   Perubahan nama Perseroan merupakan salah satu bentuk perubahan 

anggaran dasar, oleh karena itu harus melalui mekanisme Rapat Umum 

Pemegang Saham (“RUPS”). 

                                                             
21 HukumOnline, Syarat Melakukan Perubahan Nama PT,  diakses dari 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bbd3c133e20d/syarat-melakukan-perubahan-nama-

pt/, pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 17.43. 

 
22 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 

108. 
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b.  Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan 

jelas dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat 

Umum Pemegang Saham untuk mengubah anggaran dasar dapat 

dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika 

disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang 

dikeluarkan. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai dapat 

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Rapat Umum 

Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika 

dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga  perlima) bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika disetujui 

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang 

dikeluarkan. 

c.   Perubahan anggaran dasar berupa perubahan nama perseroan ini harus 

mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

serta dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa 

Indonesia. 

d.  Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diajukan 

kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar 

Perseroan. Ketentuan ini juga berlaku bagi pemberitahuan perubahan 

anggaran dasar Perseroan kepada Menteri. Permohonan persetujuan 
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perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai perpanjangan jangka 

waktu berdirinya Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling 

lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya 

Perseroan berakhir. 

Akan tetapi tidak semua perubahan anggaran dasar yang harus 

mendapatkan persetujuan Menteri. Perubahan-perubahan anggaran dasar 

tertentu saja yang harus mendapatkan persetujuan Menteri. Perubahan-

perubahan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri meliputi perubahan 

atas:23 

1. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; 

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

3. Jangka waktu berdirinya Perseroan; 

4. Besarnya modal dasar; 

5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; 

6. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau 

sebaliknya. 

Perubahan anggaran dasar selain dari perubahan-perubahan yang 

disebutkan di atas tidak harus mendapatkan persetujuan Menteri, tetapi 

Perseroan hanya perlu memberitahukan perubahan anggaran dasar kepada 

Menteri. 

Perubahan anggaran dasar Perseroan dibuat dalam akta notaris dalam 

bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar Perseroan yang tidak dimuat 

dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris harus dinyatakan dalam 

                                                             
23 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Jakarta : Megapoin, 

2000), hlm. 21. 
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bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan 

dapat ditolak apabila:24 

1. Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan 

anggaran dasar; 

2. Isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; 

3. Terdapat keberatan dari kreditur atas keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham mengenai pengurangan modal. 

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang harus mendapatkan 

persetujuan Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan 

Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan. 

Sedangkan perubahan anggaran dasar Perseroan yang diberitahukan kepada 

Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. 

2.1.3. Pengambilalihan (Akuisisi) 

Akuisisi saham atau “shares acquisition” yang berarti 

“mengambilalih” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum 

                                                             
24 Frins, “Perubahan Anggaran Dasar”, diakses dari 

https://frinss.wordpress.com/2014/01/30/perubahan-anggaran-dasar/, pada tanggal 11 April 

2018 pukul 15.41. 
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atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang 

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.25 

Meskipun berbeda dari segi prosesnya, namun tindakan merger, 

konsolidasi,dan akuisisi perseroan terbatas pada intinya tidak berbeda yaitu 

tindakan dua atau lebih perusahaan untuk merestrukturisasi perusahaan. Oleh 

karena itu dipakai istilah merger dan akusisi untuk mengacu pada semua 

pengertian tersebut. Meskipun demikian, antara merger dan akuisisi juga 

terdapat perbedaan. Jika akuisisi hanya berkenaan dengan kepemilikan 

saham, sedangkan badan usahanya tetap, maka berlainan dengan dengan 

merger, justru berkenaan dengan badan usahanya. Salah satu badan usaha 

tetap berdiri, sedangkan yang lainnya bubar karena bergabung dengan badan 

usaha yang masih ada. Berlainan dengan akuisisi yang masih tetap 

mempertahankan perusahaan yang ada, maka merger justru memperkecil 

jumlah perusahaan, tetapi memperbesar kekuasaan, finansial, dan strategi 

perusahaan. 

Akuisisi merupakan salah satu dari ketiga penjelasan tentang 

restrukturisasi diatas, yang tengah marak terjadi di Indonesia. Akuisisi 

bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen perseroan terakuisi. 

Perseroan yang lemah manajemen akan sulit berkembang secara operasional 

walaupun mempunyai cukup dana.  

Perseroan yang demikian ini tidak mampu bersaing dengan 

perusahaan lain terutama yang sejenis dan tidak mustahil akan mengalami 

kehancuran. 

                                                             
25 Handri Raharjo, Op. cit, Hlm. 123.  
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Salah satu cara menyelamatkannya adalah digabungkan dengan 

kelompok konglomerasi yang berpengalaman, dalam segi menajemen dengan 

menjual sebagian besar sahamnya kepada kelompok konglomerasi tersebut. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

(UUPT) yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas adalah merupakan tonggak sejarah tentang 

pengambilalihan (akuisisi). Menurut bunyi pasal 1 angka 11 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas 2007, dikatakan bahwa : “Pengambilalihan adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan 

untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya 

pengendalian atas perseroan tersebut.”26 

Sedangkan definisi yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 tahun1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan 

Pengambilalihan Perseroan Terbatas adalah : Pengambilalihan adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan 

untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan 

yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan. 

Perumusan akuisisi perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas 2007 agak berbeda dari Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995. 

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995, akuisisi perusahaan 

dirumuskan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau 

orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar 

                                                             
26 Ibid, Hlm. 125.  
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saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian 

terhadap perseroan tersebut. 

Pengaturan tentang pengambilalihan ini, diatur di dalam Pasal 125 

Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007, yang berbunyi : 

1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang 

telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui 

Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.  

2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang 

perseorangan.  

3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian 

terhadap perseroan tersebut. 

4) Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk 

perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum 

pengambilalihan harus berdasarkan keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan 

tentangpersyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 

5) Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang 

akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan 

pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih. 

6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan 

mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing 
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menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-

kurangnya: 

1. Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan 

mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih; 

2. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan 

mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih; 

3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 

(2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan 

mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih; 

4. Tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang 

akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila 

pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham; 

5. Jumlah saham yang akan diambil alih; 

6. Kesiapan pendanaan; 

7. Neraca konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambil 

alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; 

8. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju 

terhadap pengambilalihan; 

9. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, 

Dewan Komisaris, dan karyawan dari perseroan yang akan 

diambil alih; 
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10. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, 

termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham 

dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan; 

11. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil 

pengambilalihan apabila ada; 

12. Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari 

pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) dan ayat (6) tidak berlaku; 

13. Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan 

yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan 

perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain; 

Akibat hukum yang timbul ditinjau dari segi hukum korporasi 

maupun dari aspek bisnis, “beralihnya pengendalian” terhadap perseroan dari 

tangan yang diambil alih kepada pihak yang mengambil alih. Perbuatan 

hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih 

sahamnya, menjadi bubar atau berakhir.Perseroan tersebut tetap eksis dan 

valid seperti sediakala. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari 

pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Berdasarkan atas 

jenis perusahaan, secara garis besar akuisisi dibedakan dalam 3 jenis yang 

diantaranya adalah akuisisi horizontal, akuisisi vertikal dan juga akuisisi 

konglomerat.27 

                                                             
27 Ibid, hlm. 124. 
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1. Akuisisi horizontal sendiri adalah proses akuisisi atau proses 

pengambilalihan atas kekuasaan suatu perusahaan oleh perusahaan lain 

yang memiliki jenis bisnissama.  

2. Akuisisi vertikal memiliki pengertian sebagai sebuah proses 

pengambilalihan kepemilikan sebagian besar dari saham perusahaan 

pemasok atau pengambilalihan pelanggan dari perusahaan yang dibeli.  

3. Akuisisi konglomerat dapat dijabarkan sebagai sebuah proses 

pengambilalihan kepemilikan atas sebagian besar saham, aset atau 

suatu perusahaan yang jenis usahanya tidak sama. 

Proses akuisisi dilakukan untuk mendapatkan manfaat tersendiri dari 

perusahaan yang melakukan akuisisi. Adapun manfaat melakukan akuisisi 

bagi perusahaan adalah sebagai berikut.28 

1. Peningkatan Pertumbuhan Bisnis 

Dengan melakukan akuisisi terhadap suatu perusahaan tertentu 

maka akan dapat meningkatkan pertumuhan bisnis. Perusahaan akan 

mendapatkan tambahan teknologi baru, ukuran perusahaan lebih besar dan 

lainnya yang sangat menunjang pertumbuhan bisnis. 

2. Mengurangi Persaingan 

Apabila perusahaan yang diakuisisi memiliki bidang bisnis yang 

sama maka persaingan bisnis akan semakin berkurang. Selain itu kekuatan 

                                                             
28 Jurnal, “Pengertian Akuisisi, Manfaat, dan Klasifikasinya”, diakses dari 

https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-akuisisi-manfaat-dan-klasifikasinya, pada tanggal 

11 April 2018 pukul 15.14. 

 

  

UNIVERSITAS MEDAN AREA

http://rocketmanajemen.com/definisi-akuisisi
http://rocketmanajemen.com/peluang-usaha/
http://rocketmanajemen.com/kategori/pengertian/
https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-akuisisi-manfaat-dan-klasifikasinya


30 
 

perusahaan akan bertambah sehingga kemampuan untuk memenangkan 

persaingan akan semakin besar. 

3. Memasuki Pasar Baru 

Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki target pasar tersendiri. 

Meskipun bergerak di bidang bisnis yang sama tetapi target pasarnya bisa 

saja berbeda. Maka dengan adanya akuisisi target pasar akan menjadi lebih 

besar karena adanya target pasar baru dari perusahaan yang diakuisisi. 

4. Menyediakan Managerial Skill Tambahan 

Setiap perusahaan memiliki managerial skill tersendiri. Dengan 

adanya penggabungan dua perusahaan maka secara otomatis akan ada 

penambahan managerial skill yang baru. Tentunya hal ini akan sangat 

bermanfaat untuk meningkatkan kualitas perusahaan dalam berbagai 

bidang. 

Proses Pengambilalihan Saham Perseroan menurut Pasal 125 ayat (1), 

dapat dilakukan: 

1. Melalui Direksi Perseroan 

2. Melalui pemegang saham 

Proses Pengambilalihan yang dilakukan melalui Direksi :29 

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

Pasal 125 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur 

mengenai pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk 

Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan 

harus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi 

                                                             
29 M. Yahya Harahap, Op. cit, hlm. 512. 
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kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu paling sedikit ¾ (tiga 

perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau 

diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah 

jika disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara 

yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran 

dan/atau ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar. 

2. Pemberitahuan kepada Direksi Perseroan 

Menurut Pasal 125 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, 

dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh Direksi, pihak yang akan 

mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan 

Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih. 

3. Penyusunan Rancangan Pengambilalihan 

Menurut Pasal 125 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas 

Direksi Perseroan yang akan diambilalih dengan persetujuan komisaris 

masing-masing Perseroan menyusun rancangan pengambilalihan 

4.Pengumuman Ringkasan Rancangan 

Selanjutnya, Direksi Perseroan wajib mengumumkan ringkasan 

rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan 

secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan 

Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 127 ayat (2) 

Undang-Undang Perseroan Terbatas). Pengumuman sebagaimana 
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dimaksud tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang 

berkepentingan dapat memperoleh rancangan Pengambilalihan di kantor 

Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal Rapat 

Umum Pemegang Saham diselenggarakan. 

5. Pengajuan Keberatan Kreditor 

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam 

jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman 

mengenai Pengambilalihan sesuai dengan rancangan tersebut. Apabila 

dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, 

kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan tersebut. Dalam hal 

keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat Umum 

Pemegang Saham tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut 

harus disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat 

penyelesaian. Selama masa penyelesaian belum tercapai, Pengambilalihan 

tidak dapat dilaksanakan. 

6. Pembuatan Akta Pengambilalihan dihadapan Notaris 

Menurut Pasal 128 ayat (1) menyatakan, Rancangan 

Pengambilalihan yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham 

dituangkan ke dalam akta Pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris 

dalam bahasa Indonesia. 

7. Pemberitahuan kepada Menteri 

Kemudian, salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib 

dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang 

perubahan anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 
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ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Perseroan 

Terbatas mengenai Daftar Perseroan dan Pengumuman berlaku juga bagi 

Pengambilalihan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengambilalihan 

Perseroan diatur dengan peraturan Pemerintah. 

8. Pengumuman Hasil Pengambilalihan 

Menurut Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, 

Direksi Perseroan yang sahamnya diambilalih wajib mengumumkan hasil 

Pengambilalihan tersebut dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam 

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

berlakunya Pengambilalihan tersebut. 

 Proses Pengambilalihan melalui Pemegang saham dapat dilakukan 

dengan melalui proses di bawah ini :30 

1. Perundingan dan Kesepakatan 

Cara pengambilalihan saham yang dikeluarkan dan/atau akan 

dikeluarkan oleh Perseroan melalui pemengang saham langsung dilakukan 

melalui perundingan dan kesepakatan oleh para pihak yang akan 

mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan 

anggaran dasar Perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas 

saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan Pihak lain 

(Pasal 125 ayat (6) dan (7) UUPT). Jika Pengambilalihan tersebut 

dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, sebelumnya Direksi 

harus mendapat persetujuan RUPS dahulu sebelum melakukan 

                                                             
30 M. Yahya Harahap, Op. cit, hlm. 517.  

UNIVERSITAS MEDAN AREA



34 
 

perundingan dan kesepakatan pembelian saham yang langsung dari 

pemegang saham. 

2. Pengumuman Rencana Kesepakatan 

Tahap selanjutnya, walaupun Pengambilalihan saham tersebut 

langsung melalui pemegang saham dan tidak menyusun rancangan 

Pengambilalihan dahulu namun tetap harus mengumumkan rencana 

kesepakatan pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar dan 

mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan 

melakukan Pengambialihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Hal ini dilakukan berdasarkan 

Pasal 127 ayat (8) UUPT dimana ketentuan tersebut berlaku mutatis 

mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham 

yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan. 

3. Pengajuan Keberatan Kreditor 

Dengan demikian Pasal 127 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7) UUPT 

juga berlaku. Dalam hal Kreditor yang ingin mengajukan keberatan 

kepada Perseroan dapat mengajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 

(empat belas) hari setelah pengumuman, namun jika dalam jangka waktu 

tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan maka kreditor dianggap 

menyetujui Pengambilalihan. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan 

tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, dan 

keberatan tersebut harus diselesaikan.  

4. Pembuatan Akta Pengambilalihan dihadapan Notaris 
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Kemudian, menurut Pasal 128 ayat (2) UUPT, akta pengambilan 

saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan 

dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena 

Pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, Pasal 

131 ayat (2) UUPT menyebutnya akta pemindahan hak atas saham. 

5. Pemberitahuan kepada Menteri 

Menurut Pasal 131 ayat (2) UUPT, Salinan akta pemindahan hak 

atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada 

Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham. 

6. Pengumuman Hasil Pengambilalihan 

Pada tahap terakhir berdasarkan Pasal 133 ayat (2) UUPT, Direksi 

Perseroan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil 

Pengambilalihan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, kewajiban untuk 

mengumumkan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan. 

Setelah proses akuisisi dilaksanakan juga membutuhkan pengawasan 

dari pihak pemerintahan untuk mencegah terjadinya monopoli pasar dan 

persaingan yang tidak sehat. Dengan dilakukannya akuisisi maka perusahaan 

dan bisnis dari 2 perusahaan akan bergabung dalam satu kelompok 

perusahaan. Hal tersebut diatas dapat menimbulkan satu konsentrasi pasar 

yang dilarang oleh Undang-Undang anti monopoli. 

Apabila pasar terkonsentrasi dalam satu atau sedikit tangan, maka 

pihak konsumen yang akan dirugikan berhubung terbatasnya hak pilih dari 
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konsumen, dengan harga yang seenaknya dapat dipermainkan oleh produsen, 

karena tidak ada pesaing bisnis yang mengimbanginya. 

Untuk dapat memastikan ada atau tidaknya unsur monopoli yang 

dilarang, haruslah diperhatikan factor-faktor utama sebagai berikut :31 

1. Berapa banyak pelaku pasar untuk produk yang bersangkutan; 

2. Berapa besar pangsa pasar yang dikuasainya. 

 

 

 

2.2. Kerangka Teori 

Penelitian dilakukan agar memperoleh penjelasan dan jawaban atas suatu 

permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat 

digunakan untuk pemecahan masalah. Penjelasan dan jawaban tersebut 

memerlukan data untuk di olah agar menemukan alternatif yang sesuai dengan 

permasalahan tersebut. 

Setelah masalah dalam penelitian telah dirumuskan, maka proses 

selanjutnya adalah mencari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori 

diperlukan agar peneliti mengerti dan memahami cara menjelaskan atau 

menganalisa fenomena yang terjadi berdasarkan sebuah alur pikir teori penelitian 

tertentu. Oleh karena itu kita harus paham tentang pengertian dari Teori itu. 

Adapun pengertian teori dari beberapa ahli adalah sebagai berikut :32 

                                                             
31 Munir Fuady, Op. cit, hlm. 107.  
32Pelajaran.co.id, “Pengertian Teori Menurut Ahli”, diakses dari 

http://www.pelajaran.co.id/2017/03/25-pengertian-teori-menurut-ahli-dengan-definisi 

lengkap.html, pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 16.29. 
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Menurut Emory Cooper, mengatakan Toeri adalah suatu kumpulan 

konsep, defenisi, proposisi, dan variable yang berkaitan satu sama lain secara 

sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi 

suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu. 

Kemudian menurut Siswoyo, bahwa teori diartikan sebagai seperangkat 

konsep dan defenisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu 

pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar 

variable, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. 

Selanjutnya menurut Hoy & Miskel, teori adalah seperangkat konsep 

asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan 

menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. 

Menurut Kelly, teori adalah suatu cara untuk mengkalisifikasikan fakta, 

sehingga kesemua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus.33 

Teori yang dipilih dapat memberikan manfaat yakni dapat membatasi 

jumlah fakta yang perlu dipelajari, dapat memberi pedoman pada cara-cara mana 

yang  member hasil yang terbaik dan dapat dipakai untuk memprediksi fakta-fakta 

lebih lanjut yang harus dicari. 

Untuk membangun konsep dalam pengkajian ilmu hukum pada dasarnya 

merupakan kegiatan untuk mengkonstruksi teori, yang akan digunakan untuk 

menganalisanya dan memahaminya. Perkembangan ilmu hukum, selain 

bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat 

ditentukan oleh teori. Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan 

mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji 

                                                             
33 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Penerbit Unversitas 

Indonesia, 2014), hlm. 125. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



38 
 

dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan 

ketidakbenaran. Sedangkan Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-

butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yangmenjadi 

dasar perbandingan, pegangan teoritis.34 

Kerangka teori yang dimaksudkan dalam Penulisan ini adalah kerangka 

pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, dari para penulis ilmu hukum 

dibidang hukum perusahaan, yang menjadi bahan perbandingan, pegangan 

teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan 

bagi penulisan skripsi  ini. 

Dalam penulisan ini, teori hukum yang digunakan adalah teori keadilan. 

Menurut Gustav Radbruch, nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi 

aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi 

nilai keadilan. Keadilan merupakan fokus utama dari setiap sistem hukum dan 

keadilan tidak dapat begitu saja dikorbankan, seperti pendapat Jhon Rawls yang 

dikutip oleh Munir Fuady sebagai berikut: Nilai keadilan tidak boleh ditawar-

tawar dan harus diwujudkan ke dalammasyarakat tanpa harus mengorbankan 

kepentingan masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan  hanya dapat dibenarkan jika 

hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Karena 

merupakan kebajikan yang terpenting dalam kehidupan manusia, maka terhadap 

kebenaran dan keadilan tidak ada kata kompromi. 

Prinsip keadilan menurut Jhon Rawls dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Prinsip Kebebasan yang sama (equal liberty of principle) 

2. Prinsip perbedaan (differences principle) 

                                                             
34 Ibid, hlm. 121. 
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3. Prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle) 

Menurut Rawls, keadilan akan didapatkan jika dilakukan maksimum 

penggunaan barang secara merata dengan memperhatikan kepribadian masing-

masing (justice as fairness).35 

 Menurut Aristoteles, keadilan digolongkan sesuai dengan jenis 

perbuatannya menjadi 5 (lima) bagian, yaitu sebagai berikut:36 

1. Keadilan Komutatif 

Keadilan Komutatif  adalah keadilan yang berhubungan dengan 

persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya 

harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun. 

Contoh Keadilan Komutatif : 

a) Seorang koruptor tetap dikenai sanksi tanpa melihat ia memiliki 

kedudukan tinggi dalam negara, baik itu Preseiden, Menteri atau DPR 

akan tetap dikenai hukuman yang setimpal sesuai mekanisme hukum 

yang berlaku. 

2. Keadilan Konvensional 

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara 

karena didekritkan melalui kekuasaan khusus.  Keadilan ini menekankan pada 

aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang 

dikeluarkan oleh suatu kekuasaan.Intinya seorang warga negara telah dapat 

                                                             
35 John Austin, Teori Keadilan John Rawls, diakses dari 

https://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-

buku-a-theory-of-justice/, pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 16.57. 

 
36 Harris Setyawan, “Keadilan Menurut Aristoteles”, diakses dari http://harris-

setyawan.blogspot.co.id/2012/04/keadilan-menurut-aristoteles.html, pada tanggal 4 Maret 2018 

pukul 15.07. 
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menegakkan adil setelah menaati hukum dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di dalam sistem pemerintahan. 

 Contoh Keadilan Konvensional : 

a) Warga negara yang baik taat dan tertib menjalankan peraturan lalu lintas. 

Taat membayar pajak. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Intinya seorang warga negara wajib mematuhi aturan yang berlaku di 

negara tersebut. 

3. Keadilan Distributif 

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang 

berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah 

prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara 

bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan. 

Contoh Keadilan Distributif : 

a) Pemberian nilai pada Mahasiswa sesuai prestasi yang telah 

dicapai/diraihnya selama satu semester. 

Seorang karyawan kantor digaji setiap bulannya sesuai apa yang telah ia 

kerjakan di dalam perusahaan. 

4. Keadilan Kodrat Alam 

Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum 

alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat 

merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana 

seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia.Intinya memberikan 

sesuatu sesuai yang diberikan oleh orang lain kepada kita. 
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Contoh Keadilan Kodrat Alam : 

a). Perbuatan yang baik atau buruk tentu akan mendapat balasan yang 

setimpal sesuai perbuatan itu sendiri. Jadi ketika seseorang berbuat baik kepada 

orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepadanya.  

5. Keadilan Perbaikan 

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk 

mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, 

dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum. 

Contoh Keadilan Perbaikan : 

a)  Misalnya seseorang memiliki status/keadaan terpidana, namun diberikan 

keluasan menjadi orang bebas karena terjadi kesalahpahaman atau 

kekeliruan dalam perlakuan hukum. 

b)   Seseorang yang bersalah meminta maaf ke masyarakat karena telah 

mencemarkan nama baik seseorang tanpa adanya bukti otentik (tidak 

sesuai dengan fakta yang ada). 

Apabila dikaitkan dengan pemilihan Teori Keadilan, maka Teori keadilan 

yang Penulis tuangkan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan Konventional. 

Dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 

pengaturan perubahan nama Perseroan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007. 

Adapun yang menjadi manfaat dari Teori Keadilan Konvensional ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menciptakan masyarakat yang jauh lebih taat terhadap peraturan. 

2. Mengurangi terjadinya pelanggaran hukum. 
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3. Menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Dalam penelitian ini yang Penulis bahas adalah tentang perubahan nama 

Perseroan yang diakibatkan oleh karena adanya akuisisi. Dan proses perubahan 

tersebut tidak terlepas dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Perubahan nama dari suatu Perseroan telah diatur pada Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). 

Sebagaimana telah kita uraikan di atas bahwa suatu Perseroan dapat melakukan 

perubahan Anggaran Dasar yang mana salah dari perubahan Anggaran Dasar 

tersebut adalah memuat perubahan nama dari suatu Perseroan.   

Proses perubahan nama dari suatu Perseroan ini juga diatur dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (“UUPT”) yang melarang suatu Perseroan Terbatas menggunakan nama 

yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya 

dengan nama Perseroan lain. Aturan ini dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan 

Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (“PP 43/2011”) yang mengatur bahwa nama 

Perseroan yang diajukan belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak 

sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain. 

Proses perubahan nama suatu Perseroan bisa saja diakibatan oleh karena 

adanya pengambilalihan perseroan tersebut. Pengambilalihan ini akan membawa 

berbagai akibat bagi perusahaan, baik yang melakukan maupun yang menjadi 

sasaran pengambilalihan, diantaranya adalah :37 

                                                             
37 Asril Sitompul,  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Bandung : 

PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 63. 
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1. Peralihan kepemilikan asset dan saham; 

2. Peralihan tanggung jawab atas hutang dan hak atas piutang; 

3. Peralihan hak dan tanggung jawab atas on-going contracts; 

4. Perubahan bentuk organisasi perusahaan; 

5. Perubahan manajemen perusahaan; 

Menurut Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, 

Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah 

dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan 

atau langsung dari pemegang saham. Dimana yang dapat melakukan 

Pengambilalihan dapat berupa badan hukum atau orang perseorangan. 

Pengambilalihan saham yang dimaksud Pasal 125 ayat (1) adalah 

Pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap 

Perseroan nantinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 angka 11 Undang-

Undang Perseroan Terbatas.  

2.3.  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.38 Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                                                             
38 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2013), hlm. 21. 
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1. Pengaturan perubahan nama PT. SOCI MAS harus memenuhi syarat 

perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 . Dimana setelah terpenuhinya persyaratan tersebut maka perubahan 

tersebut harus juga mendapatkan persetujuan Menteri.  

2. Factor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan nama PT SOCI MAS 

tersebut menurut Penulis adalah karena adanya akusisi saham yang dilakukan 

oleh PT SMART Tbk. 

3. Pelaksanaan perubahan nama PT SOCI MAS sudah memenuhi syarat 

perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan 

tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk 

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 

Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis 

positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma 

tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang 

berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif 

yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang 

nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute  

aproach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui 

keseluruhan peraturan hukum di Indonesia.  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan 

dalam  melakukan  perubahan nama dan dampak-dampak yang ditimbulkan 

oleh karena adanya perubahan  nama perusahaan tersebut. 

3.1.2. Sifat Penelitian 

Sedangkan sifat dari penelitian  ini adalah penelitian deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian tentang riset 

dan cenderung menggunakan analisis dengan mengumpulkan, mengolah, 

menyederhanakan, menyajikan, dan menganalisis data PT SOCI MAS 
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sebelum dan setelah adanya perubahan nama perusahaan. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-

undangan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan dalam  melakukan  

perubahan nama dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh karena adanya 

perubahan  nama perusahaan tersebut. 

3.1.3. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di PT. SOCI 

MAS yang beralamat di Jalan Pulau Irian, Kawasan Industri Medan No 2, 

Percut Sei Tuan, Sampali, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, 

Sumatera Utara 20242. 

3.1.4. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan 

seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar 

outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Februari 2018. 
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3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data dalam melakukan penelitian terdiri dari 

beberapa bagian, yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma 

dasar,peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian 

inibahan hukum primernya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentangPerseroan Terbatas. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan 

atau karya ilmiah dari kalangan hukum tentang hukum perusahaan. 

c. Bahan Hukum Tertier 

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya. 

Dalam penelitian normatif yuridis, teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan mengumpulkan data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui 

Bimbingan dan 

Perbaikan Skripsi 

               

Seminar Hasil                 

Pengajuan Berkas 

Meja Hijau 

                

Meja Hijau                 
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perundang-undangan yang mengatur tentang peraturan yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaan perubahan nama suatu Perseroan. 

3.3. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.39 

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum 

memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat 

ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan 

data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses 

yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh 

untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

kenyataan.  

Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam 

bentuk narasi. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan 

menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif 

melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi. 

Konseptualisasi adalah upaya menemukan makna dari konsep-konsep atau 

dalil-dalil yang terkandung dalam ketentuan hukum baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis, melalui interpretasi dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang 

tercantum dalam ketentuan hukum tersebut. 

                                                             
39Ibid, hlm. 40. 
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Kategorisasi artinya melakukan pengelompokan terhadap konsep-konsep 

yang sama atau sejenis atauyang berkaitan dengan tanggung jawab soaial 

perusahaan dalam menjalankan usaha/bisnisnya. 

Relasi yaitu upaya untuk menghubungkan antara berbagai kategori-

kategori atau fenomena-fenomena yang ada. 

Eksplanasi yaitu upaya memberikan penjelasan terhadap hubungan-

hubungan antarberbagai kategori berdasarkan perspektif pemikiran teoritis yang 

dikemukakan oleh para sarjana atau pakar. 
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